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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyaluran KUR Mikro kepada pelaku UMKM oleh Bank BRI Syariah
Cabang Mataram harus melalui prosdur dan prinsip yang jelas sehingga
penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah
Cabang Mataram sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan apabila penyaluran KUR Mikro tidak melalui prosedur yang di
tentukan maka penyaluran KUR Mikro tersebut batal secara otomatis.

2. Penyaluran KUR Mikro sudah mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku,adapun lembaga keuangan yang menyalurkan KUR Mikro
maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga menciptakan sebuat kenyamanan bagi pelaku UMKM, dan jika
ada lembaga keuangan yang menyalurka KUR Mikro yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan maka harus ditindak tegas dan
diberikan sangsi demi tercapainya ketertiban dalam penyaluran KUR
Mikro.

B. Saran
Berdasarkan uraian diatas, maka adapun rekomendasi/saran dari tulisan
ini antara lain:

1. Penyaluran KUR Mikro harus mengikuti ketentuan perundang-undangan
yang berlaku sehingga menciptakan pelaksaan penyaluran KUR Mikro yang

sesuai dengan semestinya.
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2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus mengikuti ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sehingga menciptakan ketertiban antara lembaga

keuangan dan nasabah.
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